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A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam masyarakat Indenesis ¥#ita temukan suatu

=1

wujnd Keanskarsgaman dalam hal aorak  dan tingkat
perkembangan masyarakat serta budavanya. Hal tersebut
terjadi disebabkan antara lain oleh acanva perbedaan

. h] P 4 : : Wy e B N
scslal, stratifikasi sosia: Aar

U bangsa

yang ada di masyarakat ter: . Teristiinys kepnakaragam-
an dalam masvarakat bokan DMEXUAN AN nalovang  aneh dan

tidak hanva terjadi <i daiam flasvarikat indonesia sala,

tetapi terjadi di seluruh masvarakat vang ada di dunia.

[up

alam perkembangannya kita mengenal adanya
masyarakat perrotaan dan masvarakat pedesa yang
mempunyai corak kehidupan yang berbeda-heda. Padé»masya—
rakat perkotaan dapat kita temukan adanya lapisan masya-

rakat rKelas atas, menengah uai kelas pawab Yang tingkat

1

pereKcnoiiannnya di bawahi standar
Ferkawlnan merupakan perbuatan suci VEng feerupakan
saiah satu  kebutuhan dasar bagci  manusis vang tidak

mengenal  dari lapizan  mana manusia tu  berasal.

s
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Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam
kehidupan karena tanpa perkawinan kehidupan akan terasa
hampa dan tidak bermakna. Selain itu perkawinan juga akan
melahirkan keturunan yang baik dan kehidupan rumah-tangga
yang bahagia.

Negara Indonesia yang memiliki penduduk yang
terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, telah mempunyai
peraturan perundangan tentang ﬁerkawinanx vaitu Undang-
Undang Perkawinan No. 1 / 1974, vyang bertujuan untuk
menjamin adanya ketertiban hukum dalam masvarakat.

Dalam pasal 2 ayat 2 Uncdang - Undang Pérkawinan
No. 1 tahup 1974 dikatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku®. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat masih
ada vyang melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu
perkawinan yang tidak dicatat atau tidak terdaftar pada
petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan
sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat
penting walaupun menurut hukum Islam perkawinan dianggap
sah tanpa adanya pencatatan jika telah memenuhi syarat

dan rukun perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut



suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum dan menjadi
jelas bagi vyang bersangkutan dalam masyarakat, terutama
sebagal bukti tertulis.

| Perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat kelas bawah terjadi karené mereka
tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya nikah dan
masih belum mengerti hukum dan perundang - undangan yang
berlaku.

Untuk membantu masyarakat kelas bawah yang ingin
melakukan perkawinan vyang sesuai dengan hukum  yang
berlaku, maka dikenal adanya istilah perkawinan massal,
yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kantor
Urusan Agama (KUA) dan  pihak pemerintahan yaitu
Kelurahan.

Adanya perkawinan massal dikalangan masyarakat
kelas bawah merupakan hal yang sangat membantu masyarakat
dalam melaksanakan perkawinan vyang sesuai dengan hukum
dan hukum positif.

Berdasarkan pandangan di atas, éenulis tertarik
untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang hal ini
merupakan salah satu alasan penulis memilih judul

"PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH DALAM
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MEREALISASIKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA (uup
NO.1/1974, pp NO.8/1975)", Alasan lain penulis memilin
judul tersebut adalah untuk mengetahui peranan perkawinan

massal dalam menghapus perkawinan bawah tangan pada

masyarakat kelas bawah.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang tinmbul dari pembahasan
judul  skripsi  ini Sangat luas, maka untuk mencapai
Sasaran  pembahasan, penulis  dalam keseﬁpatan ini
membatasi permasalahan pada pPerkawinan massal dalam
merealisasikan Undang - Undang Perkawinan No. 1/ 1974
dalam hal .pencatatan nikah dalam rangka menghapus
perkawinan bawah tangan pada masyarakat kelas bawah yang
beragama Islam.

Supaya pembahasan skripsi ini  sesuai dengan
“objeknya maka penulis merumuskan ‘persoalan pokoknya
sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan massal dapat membantu
merealisasikan Undang - Undang Perkawinan Indcnesia

dalam hal pencatatan nikah.
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2. Bagaimanakah akibat dari adanya perkawinan massal kagi
masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan

mereka,

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan
data melalui riset perpustakaan (library research) yaitu
penulis membaca dan menelaah buku dan berbagai rujukan
lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Adapun teknis penulisan, penulis menggqunakan buku
"Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta™ tahun 1996. Dengan catatan sebagai berikut

-

- Ayat Al Qur'an tidak memakai catatan kaki, tetapi
disebut nomor ayat dan nama surahnya dengan jelas

pada akhir ayat.

o

. Terjemahan ayat Al Qur'an disalin dari Al Qur'an
dan Terjemahnya terbitan Departeman Agama.

. Terlemahan langsung dari ayat / teks vang berbahasa

(&3]

asing diketik satu spasi meskipun kurang dari enam

baris dan tidak memakai catatan kaki.




4. Dalam daftar pustaka, Al Qur'an dicantumkan pada

urutan pertama dengan pertimbangan bahwa Al Qur'an

adalah kitab suci.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka

penulis membuat sistematika penulisan dalam beberapa bab,

yaitu:

BAB I

BAB II

BAB III

.
r

-
r

’

PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari uraian-uraian bab
selanjutnya. Dalam bab ini penulis jelaskan
alasan pemilihan judul, pembatasan dan
perumusan masalah, metode penulisan dan
sistematika penulisan.

PENJELASAN UMUM TENTANG MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis  uraikan tentang
pengertian masyarakat dan stratifikasi sosial.
PERKAWINAN MENURUT SYARI'AT DAN UNDANG - UNDANG
PERKAWINAN NO.1/1974

Bab ini terdiri dari pengertian dan tujuan

perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan tata

cara perkawinan.




BAB IV

BAB V

’

-
’

PERANAN PERKAWINAN MASSAL éADA MASYARAKAT KELAS
BAWAH DALAM MEREALISASIKAN UNDANG~-UNDANG
PERKAWINAN INDONESIA {UUP NO. 1574, PP NO. 9 /
1975)

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian
perkawinan massal, pencatatan nikah pada

perkawinan massal dan akibat dari perkawinan

massal.
PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi

kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAK2




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini,
penulis mencoba mengambil kesimpulan dari wuraian bab-bab
sebelumnya. Setelah itu, penulis juga akan memberikan saran.
Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia 'untuk
mengatur kehidupan dan melanjutkan keturunan yang tidak
mengenal dari lapisan mana manusia itu berasal.
Perkawinan menurut Undang - Undang No. 1/1974 adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dalam Undang-Undang  No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 dan 2
ditegaskan bahwa perkawinan adalah  sah  apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Antara kedua ayat terswebut merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sahnya
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ikatan perkawinan ditentukan oleh hukum agama /
kepercayaan tetapi apabila pgrkawinan itu tidak dicatat
maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
apa-apa dalam negara.

Perkawinan massal adalah pelaksanaan pernikahan atau
perkawinan yang mengikutsertakan atau melibatkan
sejumlah besar calor suami istri sekaligus. Perkawinan
inl dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat kelas
bawah vang mempunyai penghasilan dan pendidikan yang
rendah dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan
hukum agama dan hukum positif (menghapus perkawinan di
bawah tangan), dengan cara membebaskan biaya nikah atau
biaya administratif. Hal ini merupakan realisasi dari

pelaksanaan UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975.

- Akibat dari adanya perkawinan massal ini adalah

masyarakat kelas bawah dapat melangsungkan perkawinan
yang mempunyai kepasztian hukum baik hukum agama dan
hukum positif, dan dapat wembentuk rumah tangga vyag
sesual dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal.
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B. Saran

1. Kepada lembaga  yang perwenang dalam masalah
perkawinan, hendaknya lebih giat lagi memberikan
pimbingan  dan  penyuluhan kepada  masyarakat,
khususnya masyarakat kelas bawah agar ﬁereka dapat
melangsungkan perkawlinan vang sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

2. Kepada masyarakat kelas atas, hendaknya membantu
masyarakat kelas bawah khususnya dalam masalah
perkawinan yand sesuali dengan hukum agama dan hukum
positif tanpa melaiul perkawinan massal.

3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat
Islam, hendaknya melakukan perkawinan‘ yang sesuai
dengan  hulum Islam dan  hukum positif  (tidak
nelakukan perkawinan odi bawah tangan yang tidak

mempunyai kekuatan hukum).
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